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MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN 

 

A. TATA CARA INPUT PENGADUAN KE DALAM SP4N-LAPOR! 

 

No Uraian Kegiatan Pengadu 
Petugas Pelayanan 

Pengaduan 
Ket 

1 Pengadu menyampaikan pengaduan melalui media lain selain SP4N-Lapor!.    

2 Petugas melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 10. 

   

3 Untuk Pengaduan yang sudah memenuhi kelayakan dan kelengkapan 

informasi, Petugas melanjutkan ke tahapan input Pengaduan secara 

manual kedalam SP4N-LAPOR!, dalam hal Pengaduan yang disampaikan 

belum lengkap, Petugas menginformasikan kepada Pengadu untuk 

melengkapi informasi Pengaduan dengan batas waktu paling lama 10 

(sepuluh) Hari. 

   

4 Petugas menginput judul pengaduan, isi pengaduan, data pengadu dan 

dokumen pendukung kedalam SP4N-LAPOR! melalui menu form laporan 

manual. 

   

5 Petugas menginformasikan nomor kode tracking hasil input Pengaduan 

melalui SP4N-LAPOR! kepada Pengadu. 

   

 

  



B. FORMAT HASIL PENELAAHAN PENGADUAN 

 

 

KOPS UNIT KERJA 

 

 

TELAAH STAF  

 

Kepada : 

Dari  : 

Tanggal : 

Nomor ; 

Sifat  : 

Lampiran : 

Perihal : 

 

 

 Menindaklanjuti disposisi …..…. atas surat pengaduan dari ……..…, 

bersama ini dengan hormat disampaikan telaahan staf sebagai berikut: 

I. Sumber Pengaduan. 

II. Materi Pengaduan. 

III. Analisa. 

IV. Kesimpulan. 

V. Saran. 

 

 

 

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut. 

  



C. FORMAT BERITA ACARA KOORDINASI 

 

 

KOPS UNIT KERJA 

 

 

BERITA ACARA KOORDINASI 

 

 Pada hari ini ..….,.., tanggal …..… bulan …..… tahun …..… bertempat ..… 

telah dilaksanakan rapat koordinasi …….. yang dipimpin …..… dan dihadiri 

…..… 

Hasil rapat koordinasi disepakati hal-hal sebagai berikut: 

1. … 

2. … 

3. dst. 

 

Demikian Berita Acara Koordinasi dibuat dan disepakati bersama untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Tandatangan (Peserta Hadir) 

 

1. … 

2. … 

3. dst. 

  



D. MEKANISME PELIMPAHAN PENGADUAN 

KOPS UNIT KERJA 

Nomor : Yth ………… 

Sifat : di ………… 

Lampiran :  

Hal :  

Menindaklanjuti Surat ……………….., perihal………………….. 

Berdasarkan Pasal ………..  Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa ………… 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta Saudara 

agar menindaklanjuti pengaduan dimaskud, sesuai dengan 

ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan 

menyampaikan hasl tindak lanjutnya kepada Menteri Dalam 

Negeri cq Inspektur Jenderal/Gubernur cq. Inspektur 

Provinsi.…… selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja 

sejak surat ini diterima. Terlampir dokumen terkait pengaduan 

masyarakat tersebut. 

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan 

terimakasih. 

Gubernur Nusa Tenggara Barat 

………. 

Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat 

………. 

Tembusan : 

1. Menteri Dalam Negeri atau Gubernur ….. 

2. Inspektur Daerah Provinsi ….. 

3. Inspektur Daerah Kabupaten/Kota …..  

  



E. FORMAT LAPORAN HASIL 

KOPS UNIT KERJA 

LAPORAN HASIL KLARIFIKASI 

BAB I  RINGKASAN HASIL KLARIFIKASI 

BAB II URAIAN HASIL KLARIFIKASI 

A. UMUM. 

1. Dasar Klarifikasi. 

2. Waktu Klarifikasi. 

3. Susunan Tim Klarifikasi. 

a. Penanggungjawab. 

b. Pengendali Mutu. 

c. Supervisor/Dalnis. 

d. Ketua Tim. 

e. Anggota Tim. 

4. Narasumber. 

5. Obyek Klarifikasi. 

6. Sumber Informasi. 

B. MATERI PENGADUAN. 

C. FAKTA DAN DATA. 

BAB III ANALISIS 

BAB IV KESIMPULAN (dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ke pemeriksaan 

khusus). 

  



F. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS 

KOPS UNIT KERJA 

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS 

BAB I  RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS. 

BAB II URAIAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS. 

A. UMUM. 

1. Dasar Pemeriksaan Khusus. 

2. Waktu Pemeriksaan Khusus. 

3. Susunan Tim Pemeriksaan Khusus. 

a. Penanggungjawab. 

b. Pengendali Mutu. 

c. Supervisor/Dalnis. 

d. Ketua Tim. 

e. Anggota Tim. 

4. Narasumber. 

5. Obyek Pemeriksaan Khusus. 

6. Sumber Informasi. 

B. MATERI PENGADUAN. 

C. FAKTA DAN DATA. 

BAB III ANALISIS 

BAB IV  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN. 

B. SARAN. 

 

  



G. ALUR PENGELOLAAN PENGADUAN 

  



H. STRUKTUR KELEMBAGAAN PENGELOLA PENGADUAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH 
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